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ABSTRACT 

In view of this, this research was written todetermine the efect ofcompetence, community 

participations, and the use of informations technology onvillage fund managemet 

accountability.The population used in this study was 328 people who worked as village 

officials in 15 villages in Mengwi District. The sample used was 120 people who were 

determine using nonprobability sampling metod using purposive sampling technique and 

tested using multiple linear regresion analysis technique.The results of this study indicate 

that Competence has a positive and significant efect on the Vilage Fund Managemen 

Accountablity variable. Comunity participations has a positif and significan effect on 

Vilage Fund Managemnt Acuntability. Utilizations of Informations Tecnology has a positie 

and significan efect on Village Fund Management Accountabiliy. The result of this studi 

canbe used as considerations in designing regulation and policie relate tothe managemet 

of vilge funds. 
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PENDAHULUAN 

Sistem pemerintahan di Indonesia saat ini lebih mengutamakan desa sebagai basis proses 

pemerintahan. Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah mencari pendanaan dari APBN yang 

akan dikelola masyarakat, untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 

pedesaan. Terserah setiap desa untuk membentuk dan menjalankan pemerintahannya sendiri. 

Disebut desentralisasii,suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan didistribusikan seluruh 

daerah, dari pemerintahan pusat ke pemerintahaan daerah, dan pemerintahan daerah ke desa 

(Aprilya & Fitria, 2020). 

Desa yang diakui dan dipisahkan dari sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bagi sekelompok orang yang secara sah bertempat tinggal 

di wilayahnya dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan 

pemerintahan untuk kepentingan penduduk setempat melalui prakarsa/hak warga negara 

bersumber dari tradisionall. Salah satu instansi mengelola anggaran dana desa dan merumuskan 

prinsip-prinsip penggunaan dana desa. Dana Desa sebagai dana Desa ditransfer melalui 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk 

memperkuat kedudukan masyarakat Desa dan melaksanakan pembangunan. 

Tujuan dana desa adalah meningkatkan pelayanan, meningkatkan perekonomian, 

mengurangi kesenjangan ekonomi antar desa, dan memperkuat peran masyarakat desa sebagai 

anggota pembangunan. Sebagai salah satu penerima dana desa, provinsi pulau Bali terbagi 

menjadi 636 desa. Ada 185 miliar rupiah dana desa yang dialokasikan ke Provinsi Bali pada 

tahun 2015, meningkat dua kali lipat pada tahun 2016 yaitu 416M, kemudian mencapai 537M 

tahun 2018, turun 7M jadi 531M, meningkat 630M pada tahun 2019 (ww.djpk..depkeu.go.id). 

Kesediaan pemkot untuk dana pemkot mengkhawatirkan karena besarnya pendapatan yang 

diterima pemkot. Hal itu terkonfirmasi dengan terdeteksinya kasus penyalahgunaan dana desa 

(APBDes 2016 dan 2017) di Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Kepala Desa 

Baha menggunakan dana desa Rp. 1 miliar untuk penggunaan pribadinya 

(https://tribunnews.com). Kasus serupa lainnya pada tahun 2018 di Desa Mengwitani adalah 

kasus dugaan korupsi dana desa sebesar Rp 1,2 miliar yang dibawa oleh bendahara Desa 

(https://balipost.com). 

Kasus korupsi aparatur desa di Kecamatan Mengwi Bali, Kabupaten Badung cukup 

banyak, yang meliputi 15 desa. Hal ini menjadikan desa sebagai State of Management 

Apparatus. Pendanaan Desa itu penting. Korupsi ini terjadi karena volume alokasi dana Desa 

relatif tinggi, tetapi tingkat pengelolaannya lemah dan masih rendah. Sifat pembuangan dana 

Desa sangat mungkin terjadi dalam pengelolaan dana Desa. Praktik pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan harus transparan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, 

kemudian tingkat pengetahuan pelayanan di desa harus ditingkatkan demi menjaga etika dan 

moral aparat. tidak ada keinginan untuk menyia-nyiakan sumber daya Desa. Pengelolaan 

keuangan desa yang kurang memadai belum cukup dicegah dan ditangani secara tegas, seperti 

kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dana desa karena terbatasnya 

kapasitas partisipasi masyarakat dan rendahnya kemauan untuk berpartisipasi (The Empire of 

Desa Kec. Mengwi, 2022). 

Dengan adanya kasus-kasus tersebut maka alokasi dana desa harus diawasi secara cermat 

dari atas ke bawah, pengawasan menjadi sangat penting untuk meminimalisir penyalahgunan 

dana pembangunan, besar lokasi diberikan oleh APBN. Selain pengawasan, sosialisasi dan 

informasi juga diperlukan bagi kepala desa dan perangkat desa lainnya untuk mengelola alokasi 

dana desa. Hal ini penting dan harus dilakukan agar alokasi dana desa efektif dan tepat sasaran. 

Tanpa sistem akuntabilitas, tidak mungkin terselenggaranya pemerintahan desa yang stabil. 
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Harapan dan cita-cita pemerintah pusat dan daerah adalah mewujudkan pemerintahan yang 

bersih melalui pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Pemerintah desa menggunakan 

model pengelolaan keuangan ini untuk menjamin kesejahteraan dan partisipasi masyarakat. 

Kewajiban adalah kewajiban likuidator (agen) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, 

melaporkan, dan mengungkapkan segala kekayaan dan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya kepada prinsipal yang berhak dan berwenang untuk menuntut kewajiban tersebut. 

Sumber daya pemerintah dapat dikemas dengan akuntabilitas, sehingga sangat penting dalam 

pengelolaan dana publik. 

Peran lembaga dalam mengelola dana desa menjadi lebih penting sebagai akibat dari 

kontrol lembaga terhadap kegiatan semua lembaga desa. Kemampuan akuntansi pengelolaan 

dana daerah tidak dapat dipisahkan dari kemampuannya untuk direalisasikan. Keahlian yang 

menarik dapat memotivasi aparat desa untuk belajar bagaimana mengelola sumber keuangan 

desa dengan benar. Akibatnya, jika mereka tidak mengerti, itu akan berdampak pada laporan 

keuangan mereka karena mereka akan membuat kesalahan dan laporan yang tidak memenuhi 

standar pemerintah, yang dapat mempengaruhi keputusan mereka di masa depan. Mada et al. 

2017). 

Untuk mencegah terjadinya salah kelola dana desa, diperlukan keterlibatan masyarakat. 

Kepala desa telah meminta masyarakat untuk membantu mereka dalam mengelola dana desa 

dengan baik karena semakin banyaknya proyek kerja desa. Dengan kemampuan terbaiknya, 

lembaga-lembaga tingkat desa berkewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat 

tentang bagaimana dana mereka digunakan, dan mereka didorong untuk memberikan saran 

mereka sendiri tentang bagaimana memanfaatkan dana tersebut dengan lebih baik. Akibatnya, 

pelibatan masyarakat membantu mengurangi atau menghilangkan risiko dana desa 

disalahgunakan atau disalahgunakan secara tidak perlu. Lebih banyak orang akan hadir jika ada 

tingkat partisipasi yang lebih besar. Peserta akan memiliki rasa kepemilikan yang lebih besar 

atas implementasi keputusan jika mereka terlibat dalam lebih banyak kegiatan. Pengelolaan dana 

desa juga berperan dalam pembangunan suatu masyarakat (Atiningsih, 2019). 

Pengelolaan dana desa menjadi lebih mudah dengan pemanfaatan teknologi informasi 

yang membuat tugas dan pekerjaan menjadi lebih efisien. Selain teknologi informasi (hardware 

dan software) yang memproses dan menyimpan informasi, juga termasuk teknologi komunikasi 

yang dapat mengirim atau mendistribusikan informasi. Untuk data keuangan yang akurat, 

teknologi informasi sangat penting. Komputer adalah contoh teknologi modern. Dalam 

penyusunan laporan keuangan pemerintah desa, komputer digunakan sebagai alat bantu kerja 
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untuk mempercepat pemasukan data aparat desa. Karena keuntungan menggunakan komputer ini 

dalam hal akurasi dan kebenaran data operasi, kesalahan dan penyelewengan dana desa akan 

berkurang (Indraswari & Rahayu 2021). 

Dalam hal ini perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, serta 

sosialisasi dan pelaporan kepada kepala desa dan perangkat desa lainnya. Hal ini harus menjadi 

pertimbangan agar dana desa yang dikelola dapat efektif dan tepat sasaran. Proses pengelolaan 

dana desa dijelaskan dalam Peraturan No. 113 Tahun 2014 Kementerian Dalam Negeri yang 

berkaitan dengan pengelolaan dana desa, yaitu seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Semua proses 

pelaksanaan dana kota harus menghormati prinsip-prinsip tanggung jawab, partisipasi dan 

transparansi. Salah satu pilarnya adalah tanggung jawab. Berdasarkan latar belakang penelitian 

yang telah diuraikan diatas, penulis melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana desa 

dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi 

Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. 

Rumusan Permasalahan : 

1. Bagaimana pengaruh dari  kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? 

2. Bagaimana pengaruh dari partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa? 

3. Bagaimana pengaruh dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa? 

KAJIAN PUSTAKA 

Jensen dan Meckling (1976) mengklaim bahwa kontrak kerja yang disepakati bersama 

antara agen dan prinsipal adalah tempat asal-usul teori keagenan dapat ditemukan. Menurut teori 

keagenan, kader desa merupakan subyek yang dipercayakan oleh pemerintah pusat dan daerah 

(pangeran) dengan tanggung jawab menjalankan dan mengelola dana desa. Ada kemungkinan 

agen melakukan penipuan atau korupsi karena asimetri informasi. Pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah harus terus dipantau untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan dan regulasi 

yang relevan berdasarkan teori keagenan. 

Teori yang mendukung teori keagenan lainnya adalah teori administrasi. Teori 

administrasi menegaskan bahwa peran pemerintah adalah meraih keinginan rakyatnya, menurut 

Donaldshon & Davis (1991). Selanjutnya, pemerintahan menjalankan bisnisnya dengan cara 

yang didorong oleh tujuan organisasi daripada tujuan pribadi.  
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Penelitian Sebelumnya : 

Menurut Ma et al. Penelitian (2017), kompetensi pengelola dana desa, komitmen 

pemerintah desa, dan keterlibatan masyarakat semuanya berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Penelitian Suci Atiningsih (2019), Temuan memperlihakan bahwasanya kompetensi 

kelembagaan pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat, dan SPI pengaruh positif dan 

substansial terhadap akuntabilitas pengelola danadesa. 

Tekhnologi informasi mempunyai pengaruh positif pada akuntabilitas pengelola 

pendanaan desa, menurut penelitian Nafadhila Eka Indraswari dan Yuliastuti Rahayu (2021). 

Kapasitas pemerintah desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh. 

Peneliti oleh Sarah, dkk,. (2020), bahwa kompetensi aparatur, komitmen organisasi, 

pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Dalam sebuah studi oleh Marlina et al. (2021), temuan menunjukkan bahwa pengelolaan 

dana desa lebih akuntabel bila dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kepemimpinan, 

kompetensi, dan akses teknologi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Restu Aprilya dan Astri Fitria (2020), Terdapat 

hubungan positif antara akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan kapasitas kelembagaan dan 

komitmen organisasi, sedangkan transparansi dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh. 

Temuan Ni Komang Ayu, Julia Praba Dewi, dan Gayatri (2019) menunjukkan bahwa 

akuntabilitas pengelolaan dana desa terpengaruh secara positif oleh dari kompetensi, 

kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat. 

Kompetesi dimaksudkan agar dengan menggunakan teori keagenan, konflik antara 

pemerintah dan masyarakat dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat berfungsi sebagai prinsip 

untuk mengontrol perilaku agen. Perihal ini juga sejalan dengan teori kepengurusan, yang mana 

petugas pelayanan mempunyai tugas untuk dijadikan sebagai bentuk tanggung jawab agar dalam 

pengambilan keputusan penggunaan dana desa dapat mengambil keputusan yang terbaik. 

pelayanan terbaik sesuai tanggung jawab masing-masing. Dalam Barangay Atangingsih (2019), 

tugas pengawasan administrasi dana dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh kompetensi. 

Menurut temuan Madou et al. (2017), petugas pengelola dana desa dapat memberikan dampak 

positif terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa. Berikut ini adalah hipotesis yang 

disarankan berdasarkan deskripsi sebelumnya: 

H1 : Kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 
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Partisipasi masyarakat, menurut Crook dan Sverrisson dalam Devas and Grant (2003: 

309), merupakan salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas. Untuk meningkatkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam menanggapi masyarakat miskin, langkah ini sangat 

penting untuk dilakukan. Menurut teori partisipasi, pengambilan keputusan resmi harus 

melibatkan anggota masyarakat, yang harus terlibat langsung dalam pemerintahan dan proses 

pengambilan keputusan. Dari teori ini dapat dipahami bahwa masyarakat dapat menawarkan 

peluang sebagai respon atas keputusan pemerintah untuk mengelola dan menggunakan dana desa 

agar tidak disalahgunakan atau dieksploitasi, dan juga agar pemerintah lebih terbuka untuk 

bertanggung jawab atas segala kegiatannya. Mada et al. (2017). Sarah dkk. (2020) dan Dewi 

(2019) keduanya menemukan bahwa keterlibatan masyarakat berdampak positif. Berikut 

hipotesis yang dapat diturunkan dari uraian di atas: 

H2 : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Kesalahan dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan teknologi informasi akan 

semakin kecil, sehingga pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana 

tersebut secara baik dan tepat waktu. Panitia desa dapat lebih mudah menjalankan tugasnya 

sebagai bentuk tanggung jawab atau akuntabilitas kota dengan bantuan teknologi informasi, yang 

sejalan dengan teori stewardship. Pengelolaan dana di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh 

pemanfaatan teknologi informasi, menurut penelitian Marlina dkk. (2021). Theknologi informasi 

telah meningkat dandesa, menurut Sarah dkk. (2020), Indraswari dkk. (2021), dan Rahayu dan 

Rahayu (2021). Hipotesis berikut telah diajukan berdasarkan uraian di atas: 

H3 : Pemanfatan tekhnologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa. 

METODE PENELITIAN 

 Metode atau pendekatan digunakan untuk mengkaji atau menganalisis pertanyaan 

penelitian diungkapkan oleh desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian asosiasi, dan metode yang digunakan adalah kuantitatif. Pegawai desadari 

15 desa merupakan sampel. Setiap desa di Kecamatan Mengwei berpenduduk 328 orang, dan 

setiap desa memiliki kader desa sebanyak 15 orang. Sampel adalah 120 dengan nonprobabilistic 

sampliing menggunakan tehnik intensional sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu dengan kriteria perangkat desa aktif sebagai kepala desa, sekretaris desa, 

kepala kesejahteraan, kepala desa. pemerintahan, kepala dinas, kepala pemerintahan, departemen 

urusan dan umum, perencanaan dan keuangan. Berikut ini adalah kerangka penelitian, yang 

didasarkan pada latar belakang dan penelitian masa lalu: 
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Instrumen penelitian Uji Validitas dan Uji Reliablitas. Agar suatu instrumen dianggap 

valid, maka harus punya koefsien korhelasi Pearson 0,30 untuk skor total (Sugiyono, 2018). 

Ketika nilai Cronbach alpha >i 0,60, konstruk atau reliabilitas variabel dianggap signifikan 

(Ghozali, 2011). Teknik analisis yang disebut analisis statistik deskriptif memberikan gambaran 

atau deskripsi data, termasuk nilai minimum dan maksimum serta mean dan standar deviasi. 

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang 

signifikan, uji asumsi klasik meliputi: jika probabilitas nilai Z uji K-S signifikan > 0,05, maka 

data berdistribusi normal pada uji normalitas. Jika nilai tolerance > 0,10 dan variance inflation 

factor (VIF) < 10, penelitian ini tidak bersifat multikolinearitas. Heteroskedastisitas dianggap 

tidak ada jika nilai probabilitas signifikansinya < 0,05 pada uji heteroskedastisitas 

Untuk menentukan apakah model tersebut sesuai untuk penelitian ini, digunakan uji 

signifikansi simultan (Uji F) untuk menentukan apakah model tersebut layak atau tidak. Semua 

variabel bebas dalam model regresi dapat mempengaruhi variabel terikat jika nilai 

signifikansinya < 0,05 (Ghozali, 2016). Dengan menggunakan koefisien determinasi (R2), kita 

dapat melihat seberapa baik model kita memperhitungkan varians dalam variabel dependen kita. 

Dengan kata lain, R2 kecil berarti bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen memiliki pengaruh yang sangat kecil. Mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel 

independen menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varians 

variabel dependen (Ghozali, 2016). Dalam uji t-statistik (uji-t), hanya satu variabel independen 

yang terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016: 

99). Tingkat signifikansi pengujian adalah 0,05 (α=5%), dan hipotesis diterima jika p-value < 

0,05. Variabel terikat dipengaruhi oleh sejumlah variabel bebas. 

Metode analisis yang menggunakan regresi linier berganda difungsikan untuk 

mengevaluasi keakuratan prediksi variabell X tehadap terjadinya variabl Y. “Pengaruh 

Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi 

Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” adalah tujuan dari teknik analisis ini. 

Berikut persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini. 
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Y  =  α  +  β1X1  +  β2X2  +  β3X3  +  e 

Berikut adalah penjelasan perhitungan/model persamaan diatas : 

Y = Akuntabilitass Pengelolan DanaDesa 

α = Konstanta 

β1-β3 = Koefisien Regresi 

X1 = Kompetensi  

X2 = Partisipasi Masyarakat 

X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi 

e = Residual (error) 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam survei ini berjumlah 120 responden, dimana 69 adalah 

laki-laki atau 58% dan perempuan 51 atau 42%. Dengan demikian, laki-laki mendominasi di 

antara responden dalam survei ini. Jumlah responden usia 17-25 tahun sebanyak 2 orang atau 

2%, rentang usia 26-30 tahun sd 8 orang atau 7%, usia 31-40 sd 19 orang atau 16%, usia > 40 

tahun sd 91 orang atau 75%. Jumlah pendidikan SMA/SMK 74 orang 61%, diploma 2 orang atau 

2% dan S1 42 orang atau 35% dan S2 2 orang atau 2%. Ada 19 orang atau 16% 1-5 tahun, 26 

orng atau 22% 6-10 thn, dan 75 orang atau 62% dengan masa kerja > 10 tahun. 

Hasil Statistik Deskriptif 

 

Untuk setiap variabel yang valid, N (jumlah total titik data) adalah 120, seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 1. Setidaknya ada 22, maksimal 30, mean 25.6917, dan SD 2.27073 

dalam data pada kompetensi (X1). Nilai minimumnya adalah 22, nilai maksimumnya adalah 30, 

meannya adalah 25.1583, dan standar deviasinya adalah 2.29722 untuk data partisipasi 

masyarakat (X2). Terdapat nilai minimum 23, nilai maksimum 30, nilai rata-rata 26,5333, dan 

standar deviasi 2,74377 untuk data penggunaan teknologi informasi (X3). Data tanggung jawab 

pengelolaan dana desa (Y) nilai minimun 20, nilai maksimun 25, nilai rata 22,4417 dan standar 

devisi 2,33999. 
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Teknik Analisis Data. 

 

Kofisien korelasy 030, koefisiem alpha (α) > 0,6, yang berarti alat ini efektif dan andal 

serta cocok untuk digunakan dalam penelitian ilmiah, seperti yang ditunjukkan oleh hasilnya. 

 

Uji Asumsi Klasik 

 

Table 3 memperlihatkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas karena 

tingkat signifikansi hasil uji normalitas adalah 0,200 > 0,05. 
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Uji multikolinearitas ini menghasilkan nilai VIF < 10 untuk semua variabel bebas, 

dengan angka toleransi > 0,01. Oleh karena itu, tidak ada tanda-tanda multikolinearitas dalam 

model regresi yang digunakan dalam analisis. 

 

Kami menemukan bahwa semua variabel memiliki tingkat signifikansi > 0,05 dalam hasil 

uji heteroskedastisitas. model regresii tidak menunjukkan tanda heteroskedastisitas.  

 

Tabel 6 menunjukan analisis regresi liner berganda, menghasilkan persamaan sebagai 

berikut:  

Y= 1,673 + 0,173X1 + 0,102X2 + 0,518X3 + e 

Uji Kelayakan Model 

Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,611 menunjukkan bahwa 61,1% variabel 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terpengaruh oleh kompetensi, partisipasi masyarakat, serta 

pemanfaatan teknologi informasi, sesuai dengan hasil analisis koefisien determinasi. Faktor atau 

variabel lain menyumbang 38,9% dari varians. 

Uji Simultan (F Test) 

Dengan menggunakan uji F, peneliti dapat menentukan apakah kombinasi semua variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan tingkat kesalahan definisi 5% (α = 0,05). Uji F menghasilkan nilai F 63,361 dan 
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tingkat signifikansi 0,000 untuk temuan. Ada korelasi dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. 

Dengan kata lain, penelitian ini menunjukkan bahwa model yang digunakan layak. 

Uji Parsial (T Test)  

Koefisien parameter variabel Kompetensi sebesar 0,173, nilai t hitung sebesar 2,246, dan 

tingkat signifikansi sebesar 0,027 yang artinya variabel Kompetensi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hipotesis pertama (H1) 

diterima sebagai hasil dari ini. Kompetensi aspek yang menentukan keberhasilan suatu 

organisasi atau lembaga pemerintah yang mencegah seseorang mencapai kinerja tinggii dalam 

pekerjaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih 

(2019) dan Madou et al. (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tanggung jawab pengelolaan dana barangay.  

Terdapat koefisien parameter sebesar 0,102, t-hitung sebesar 2,243, dan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000 untuk variabel partisipasi masyarakat. Tingkat signifikan partisipasi 

masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dengan tingkat 

signifikan di bawah 0,05. Dengan kata lain, hipotesis kedua (H2) telah dianggap benar. 

Keterlibatan dalam masyarakat dapat membantu meningkatkan akuntabilitas. Untuk 

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menanggapi masyarakat miskin, langkah 

ini sangat penting untuk dilakukan. Warga negara harus memiliki suara langsung dalam 

pemerintahan dan proses pengambilan keputusan, yang sejalan dengan teori partisipasi 

partisipatif. Dari sini jelas bahwa masyarakat dapat membantu pemerintah dengan memastikan 

bahwa dana yang dialokasikan ke pemerintah daerah dikelola dan digunakan dengan baik, serta 

membuat pemerintah lebih transparan tentang operasinya secara keseluruhan. Temuan tersebut 

sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sarah et al. (2020) dan Dewi (2019) yang 

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berdampak positif pada tingkat tanggung jawab 

dalam pengelolaan dana Barangay, dimana partisipasi masyarakat yang baik dapat meningkatkan 

tingkat tanggung jawab. 

Memiliki koefisien parameter 0,518, nilai t-hitung 7,809, dan tingkat signifikansi 0,000 

untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi. Pada tingkat signifikansi kurang dari 0,05, 

penggunaan teknologi informasi memiliki hubungan yang menguntungkan dan signifikan dengan 

akuntabilitas manajemen dana desa. Artinya hipotesis kedua (H3) diterima. Untuk mengurangi 

risiko salah urus data, sebaiknya komite desa menggunakan teknologi informasi untuk mengelola 

data terkait dana desa. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengelola dana desa 

secara cepat dan akurat. Panitia desa dapat lebih mudah menjalankan tugasnya sebagai bentuk 
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tanggung jawab atau akuntabilitas kota dengan bantuan teknologi informasi, yang sejalan dengan 

teori stewardship. Sarah dkk. (2020), Indraswari dan Rahayu (2021) dan penelitian ini 

menunjukkan bahwasanya pemanfaatan teknologi informasi berdampak positif pada tanggung 

jawab. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan penelitian yaitu : 1) Variable tanggung jawab pengelolaan dana desa 

berpengaruh positif signifikan terhadap kompetensi sebagaimana hasil temuan penelitian ini. 2) 

Partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 3) Teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan dan positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebagai hasil dari pembahasan dan kesimpulan di 

atas, berbagai usulan telah dibuat untuk seluruh Kecamatan Mengwei, Kabupaten Badong. Hasil 

penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk itu. mengelola dana desa. Aparatur barangay 

diharapkan dapat mengatasi semua aspek pendukung pengelolaan dana pertanggungjawaban 

barangay, seperti kapasitas, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi yang 

akan dilaksanakan. Mengingat ketiga aspek tersebut berdampak positif terhadap tanggung jawab 

pengelolaan dana desa. Selain tiga faktor independen yang diteliti, temuan penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan dan contoh untuk mengeksplorasi studi kasus di berbagai bidang, dan 

penelitian tambahan dapat mencakup variabel lain yang berdampak pada akuntabilitas uang desa 

untuk mendapatkan lebih akurat data. 
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